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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan  pembangunan daerah  pada dasarnya yaitu bagian integral dari pembangunan nasional yang ditunjukan untuk  mengembangkan  daerah  dan  menserasikan laju perkembangan  antar  daerah  di Indonesia. Dalam pengembangan daerah  sudah  muatan  jelas   diinginkan  kenaikan penggunaan   kemampuan  daerah   sebagai  ideal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah disahkan setelah diundangkan daerah  yang mengurus  dan  mengurus sendiri urusan  pemerintah  menurut  prinsip kedaulatan  serta  tugas  pembantuan, diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan , pelayanan , pemberdayaan dan  peran  serta  masyarakat  dan  kenaikan daya saing daerah  dengan memperhatikan  prinsip kerakyatan, pemerataan, keseimbangan , kebaikan  dan  ciri  suatu  daerah  dalam sistem Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 
kedaulatan  yang diberikan  kepada  daerah  Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan  yang seluas-luasnya, jelas  dan  bertanggung jawab pada  pemda secara  proporsional . maksudnya  pemberian  tanggung jawab diikuti, oleh pengaturan, pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  energi  nasional yang berkeadilan dan  perimbangan keuangan  antara pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah. Dengan adanya  kedaulatan  yang lebih luas  yang diberikan  oleh Undang-Undang tersebut , daerah  memiliki  kewenangan  yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai  urusan  pemerintahan dan pembangunan dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  tujuan dan sekaligus  sebagai  roh  kedaulatan  daerah.
Penyerahan manajemen  pemerintahan dan  pembangunan terhadap  daerah  kabupaten/kota diikuti  juga  dengan pemberian kewenangan  dalam mencari sumber  pembiayaan dalam melaksanakan  pengelolaan  tersebut. Sumber  pembiayaan tersebut  dihasilkan dari pendapatan asli daerah yang sah, biaya perimbangan, pinjaman daerah, dan sumber lainnya (Badrudin, 2012). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam bagaimana daerah membiayai pertumbuhan. Peningkatan penerimaan PAD ini akan mampu mendongkrak kapasitas keuangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemampuan daerah untuk memanfaatkan sumber pendapatan PAD seefisien mungkin menjadi sangat penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin terhubung dengan perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih fokus pada penguatan kekuatan ekonomi lokal dan menerapkan distribusi yang lebih efektif dari berbagai potensi lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Wong, 2004).
Pemerintah Kabupaten Boalemo bertujuan untuk memperluas aliran pendapatan asli daerah sesuai dengan potensinya dalam upaya menumbuhkan dan memperluas wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan perluasan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar tercapai konstanta pencapaian pendapatan yang diinginkan setiap tahunnya. Informasi jumlah penerimaan  pendapatan  asli daerah  Kabupaten Boalemo dari tahun 2017 sampai  dengan tahun 2021 dapat  dilihat  pada tabel  berikut :
Tabel 1.1
     Data Penerimaan PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo 2017-2021
	
Tahun
	Ret. Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

	
	Target
	Realisasi

	2017
	335.000.000
	357.918.000

	2018
	300.000.000
	169.891.000

	2019
	300.000.000
	250.273.000

	2020
	200.000.000
	214.797.000

	2021
	176.883.000
	204.463.000


         Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan data pada tabel  1.1 diatas, diketahui bahwa jumlah penerimaan PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 335,000,000 dapat terealisasikan melebihi target dengan jumlah Rp. 357,918,000. Kemudian pada tahun 2018 tidak mencapai terget karena animo masyarakat tentang objek wisata bolihutuo menurun diakibatkan banyak objek wisata baru yang bermunculan menyebabkan menurunnya keinginan masyarakat untuk berkunjung ke pantai bolihutuo bahkan spot-spot baru di pantai bolihutuo tidak ada perubahan, tahun 2020 realisasi melebihi target yang ditetapkan karena setelah menghadapi covid-19 dimana pada tahun 2019 dan awal tahun 2020 terjadi pembatasan oleh pemerintah dimana semua objek wisata di tutup, namun pada bulan desember 2021 tempat-tempat wisata dibuka oleh pemerintah sehingga masyarakat yang rindu akan keramaian dan ingin melepas kebosanan pergi mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada, termasuk dipantai bolihutuo, berdasarkan hasil survey kami hanya dalam waktu 2 hari libur terjadi pelonjakan pengunjung yang sangat signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya sehingga mendongkrat pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten boalemo khususnya melalui objek wisata pantai bolihutuo yang di koordinir oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dalam hubungannya dengan penggalian sumber-sumber pendapatan  di daerah, salah satu sektor  yang sangat  potensial untuk dikembangkan  atau  mampu  dijadikan harapan  bagi  penghasilan  pendapatan  asli daerah  (PAD) yaitu bagian  pariwisata . Sektor  pariwisata  merupakan  salah satu sektor  penting  dalam pengembangan perekonomian nasional ataupun daerah . Dengan adanya  pariwisata ini, maka  suatu  negara  maupun  lebih khusus  lagi pemerintah  daerah  tempat objek  wisata itu berada  akan  mendapatkan  penghasilan  dari pendapatan  setiap  objek  wisata. 
Pendapatan  asli daerah (PAD) yang merupakan  gambaran  potensi  keuangan  daerah  pada kebanyakan  mengandalkan  unsur  pajak daerah  dan  retribusi  daerah . Berkaitan  dengan pendapatan  asli daerah  dari sektor  retribusi , maka  daerah   mampu  menggali potensi  sumber  daya  alam yang berbentuk  objek  wisata. Meskipun  sektor  pariwisata tidaklah  merupakan  sektor  penyumbang  terbesar  dalam pendapatan  asli daerah , tetapi pemerintah selayaknya menyadari bahwa sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Untungnya, masih banyak potensi alam dan budaya di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
Kabupaten Boalemo sendiri memiliki potensi pengembangan di bidang pariwisata dan cukup besar untuk menampung barbagai atraksi wisata. di antara berbagai tempat wisata saat ini Pantai Bolihutuo merupakan wisata pantai yang memiliki berbagai keistimewaan. Melihat potensi yang dimiliki Pantai Bolihutuo, pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam pembenahan lokasi wisata ini. Mengingat masih banyaknya hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dinas pariwisata. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana perawatan yang dilakukan untuk membuat lokasi wisata pantai bolihutuo tetap terlihat indah sehingga pengunjung yang datang dapat merasa puas dan nyaman. Apabila pengunjung sudah merasa terjamin kenyamanannya dapat dipastikan jumlah pengunjung setiap tahunnya akan mengalami peningkatan yang kemudian akan berdampak pula kepada pemasukan pendapatan asli daerah. Pajak tempat wisata, pajak hotel dan akomodasi, retribusi asrama, vila, dan bangunan serupa, serta pajak restoran atau restoran, semuanya dapat berkontribusi pada pendapatan ini.
Tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Boalemo selama kurun waktu dari 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat tabel selanjutnya:
Tabel 1.2
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Boalemo
	No
	Tahun
	Jumlah (Orang)

	1
	2017
	56393

	2
	2018
	66623

	3
	2019
	70873

	4
	2020
	16273

	5
	2021
	53634


	Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan itu di akibatkan adanya sarana pendukung Obyek wisata Pantai Bolihutuo sudah banyak yang tidak layak digunakan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, dikarenakan adanya pembenahan terhadap beberapa sarana pendukung dalam obyek wisata, serta optimalisasi daya tarik/atraksi wisata dalam bentuk event/festival pariwisata, yang dilaksanakan di lokasi obyek wisata. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kunjungan wisatawan Kembali mengalami penurunan dengan adanya pandemi Covid-19 yang memukul sektor pariwisata secara telak. 
Hal yang menjadi kelemahan sektor pariwisata Kabupaten Boalemo yaitu kurangnya koordinasi antara dinas pariwisata dengan dinas pekerjaan umum serta beberapa dinas teknis lainnya dilingkungan pemerintah kabupaten boalemo dalam meningkatkan kualitas aksesibilitas dan amenitas pariwisata. Selain itu, tarif karcis yang tergolong mahal yang kemudian tidak sesuai dengan fasilitas yang di dapatkan para wisatawan juga menjadi kelemahan di objek wisata Pantai Bolihutuo. Tidak hanya itu, pajak warung makan yang seharusnya dapat dikelola nyatanya pajak tersebut tidak masuk sebagai PAD selain itu, pemerintah perlu focus pada masalah ini. Hal ini menimbulkan banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah justru tidak optimal untuk dikelola serta terabaikan. 
Dengan adanya hal tersebut, kerjasama dan kebijakan pemerintah daerah sangat diharapkan erah dalam hal pengelolaan obyek wisata sekaligus upaya dalam mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik minat wisatawan yang berkunjung ke objek wisata kabupaten boalemo sehingga dapat menstimulus peningkatan pendapatan yang diproduksi secara lokal.
Penelitian tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan oleh Sadaruddin (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng 2008-2012 hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 tahun sebelumnya adalah sebesar 0.19%. kemudian jumlah pengunjung mengalami penurunan sebesar 1.04% yaitu dari 4.38% menjadi 3.34%. Ini membuktikan bahwa pengaruh obyek wisata 5 tahun terakhir mampu menekan laju perkembangan PAD melalui penekanan jumlah obyek wisatawan.
Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Retribusi biaya perobjek Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Objek Wisata Pantai Bolihutuo”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Retribusi biaya perobjek Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Objek Wisata Pantai Bolihutuo?
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan
1.3.1 Maksud Penelitian
Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah mengetahui besarnya biaya perobjek PAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada objek wisata pantai bolihutuo melalui besarnya retribusi objek wisata. 
1.3.2 Tujuan Penelitian
menurut  rumusan  masalah dan maksud penelitian diatas, maka  yang menjadi  tujuan dalam penelitian  ini yaitu untuk mengetahui pendapatan objek wisata pantai bolihutuo terhadap peningkatan retribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).



1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam dan menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya tentang peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi objek wisata.
2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan masukan berupa informasi kepada pengguna dana stakeholder serta pihak lainnya tentang Analisis Retribusi biaya perobjek Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Objek Wisata Pantai Bolihutuo.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti terkait Retribusi Biaya Perobjek Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Objek Wisata Pantai Bolihutuo. 
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan rumah tangga daerah selalu memerlukan pengeluaran yang cukup tinggi, maka diperlukan pendanaan yang disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan keluarga daerah yang bersangkutan. Daerah memiliki sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan ini, setidaknya untuk menutupi anggaran daerah biasa, yang memungkinkan mereka untuk menjadi independen dari hibah dan kontribusi dari pemerintah federal atau provinsi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya sendiri dan berupaya mengelolanya secara efektif agar menghasilkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan APBD.
Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa pemerintah pusat atau provinsi akan berupaya membimbing atau mendukung daerah-daerah di bawahnya yang tidak mampu mendanai pembiayaan APBD sesuai dengan pola kebijakan yang ditetapkan dalam anggaran keuangan. Angka merupakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk program pemerintah daerah. Anda dapat mempelajari program-program pemerintah daerah dengan mempelajari dan membaca angka-angka ini. Program tahunan dan APBD terkait erat karena anggaran merupakan ekspresi keuangan dari rencana pelaksanaan program tahunan.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi pendapatan daerah sebagai komponen untuk membiayai pembangunan dan mempercepat penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap daerah harus bekerja untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dapat dikumpulkan seagresif mungkin, didukung oleh pegawai pemerintah yang kompeten, dan mengelola sumber pendapatan seefektif mungkin.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6), Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 609).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aliran pendapatan bagi daerah yang berasal dari dalam wilayah dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, kita perlu tingkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen Anda untuk sumber pendapatan lokal, khususnya sumber pendapatan lokal. Disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat jika tidak menanggung beban kemadirian dan pemerintah daerah dapat menjadi mandiri (Bhumi, 2014).
Menurut Moningka dan Arini (2011), pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan daerah. Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:
1. Pajak daerah
Pajak daerah  bisa  didefinisikan sebagai  pajak negara  yang diserahkan kepada  daerah  dan  dilaporkan  sebagai  pajak daerah  dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
2. Retribusi daerah
Retribusi  daerah  bisa  didefinisikan sebagai  pungutan  terhadap  orang maupun  instansi  pada pemerintah  daerah  dengan hasil  pemerintah  daerah  memberikan pelayanan  jasa  maupun  perijinan tertentu  yang langsung dapat  dirasakan oleh pembayar retribusi . 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu:
Untuk mengetahui potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah ada hal-hal yang perlu diketahui yaitu:
1. Kondisi awal suatu daerah
a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan
b. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
c. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.
2. Pertumbuhan penduduk
Populasi mungkin berdampak pada tingkat pendapatan. Jumlah pendapatan yang ditarik akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.
3. Tingkat inflasi
Inflasi akan mendorong pendapatan PAD yang dihitung berdasarkan volume penjualan, seperti pajak hotel
4. Penyesuaian tarif
Kebijakan penyesuaian tarif berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Tingkat inflasi harus dipertimbangkan ketika memungut pajak dengan tarif tetap.


5. Pembangunan baru
Jika ada pembangunan baru, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan pelayanan pengumpulan sampah, dan lain-lain, bisa juga diperoleh tambahan PAD.
6. Sumber pendapatan baru
Kenaikan arus pendapatan pajak atau retribusi saat ini mungkin mengikuti munculnya operasi komersial baru. penyewaan komputer dan internet, serta cakram laser, adalah beberapa contohnya.
7. Perubahan peraturan
PAD pasti akan meningkat karena adanya aturan baru, terutama berkaitan dengan pungutan dan/atau pajak.
2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berikut ini adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Pasal 6 UUN no. 33 Tahun 2004:
1. Pajak daerah
Perpajakan Daerah menurut UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah (selanjutnya disebut pajak) adalah kontribusi wajib ke wilayah yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum yang terikat untuk mematuhui undang-undang tidak langsung untuk kepentingan masyarakat. Undang-uandang Nomor 28 Tahun 2008 mencantumkan kategori pajak gemuk berikut ini: 
a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak iklan pendeknya
d. Pajak hiburan
e. Pajak tembakau
f. Pajak parkir
g. Pajak lampu jalan
h. Pajak property
i. Pajak kendaraan bermotor 
j. Pajak bahan bakar untuk mobil dan truk
k. Pajak air tanah
l. Pajak atas bantuan dan mineral non-logam
m. Pajak sarang burung walet
Menurut UU No. 33 Tahun 2000, biaya daerah didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh seseorang atau penguasa di suatu wilayah. Kontribusi dibayarkan secara langsung dan tanpa kompensasi yang substansial. Pajak daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
2. Retribusi Daerah
Beban daerah adalah pembayaran berdasarkan jasa atau izin yang secara khusus ditawarkan dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. perorangan dan organisasi. Perbedaan antara bea dan pajak adalah timbal balik. Jika perpajakan tidak langsung didasrkan pada timbal balik antara wajib pajak, ada timbal balik langsung dalam perpajakan dari wajib pajak kepada wajib pajak. Pajak didasarkan pada kepentingan umum dan merupakan pajak atas kesehteraan pribadi yang disediakan oleh pelayanan nasional.
Pajak dan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 membagi retribusi property menjadi tiga kelompok:
a.	Retribusi untuk layanan publik yaitu, pungutan lokal kepada public untuk layanan yang disediakan oleh Pemerintah Negara bagian untuk tujuan amal. Retribusi pelayanan publik dibagi menjadi 15 kategori sebagai berikut:
1) Retribusi pelayanan kesehatan
2) Retribusi pengembalian uang KK dan biaya cetak akta catatan sipil
3) Pungutan layanan sampah atau pembersihan
4) Pungutan pelayanan parkir
5) Biaya pemakaman dan pemakaman
6) Biaya Layanan Pemasaran
7) Biaya pemeiksaan kebakaran
8) Biaya pemeriksaan kendaraan
9) Pengembalian biaya pencetakan kartu
10) Pengaturan toilet dan/atau biaya inhalasi
11) Biaya pembuangan limbah cair
12) Biaya jasa kalibrasi atau kalibrasi ulang
13) Biaya Layanan Pendidikan
14) Pajak Manajemen Lalu Lintas
15) Pajak Menara komunikasi
a. Penagihan layanan bisnis adalah penagihan wilayah induk pelayanan yang disediakan dengan menganut prinsip komersial baik pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian yaitu:
1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
3) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
4) Retribusi terminal
5) Retribusi tempat pelelangan
6) Pajak Hunian
7) Biaya parkir
8) Pajak rumah potong hewan
9) Biaya layanan pelabuhan
10) Biaya penyeberangan air
11) Pajak local atas penjualan produk bisnis
b. Honor tertentu dibayarkan kepada orang atau organisasi oleh pemerintah daerah sehubungan dengan persetujuan orang atau organisasi tersebut untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan, dan mengawasi operasi yang melibatkan penggunaan lokasi dan sumber daya alam, dan fasilitas. Aktivitas tertentu, infrastruktur, barang atau fasilitas tertentu. Melindungi kepentingan umum dan lingkungan. Honor khusus dapat dibagi menjadi enam jenis: 
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2) Biaya izin lulus
3) Perizinan tempat penjualan minuman beralkohol
4) Biaya Izin Konversi
5) Biaya pendaftaran usaha perikanan
6) Pembayaran perpanjangan izin tenaga kerja asing (IMTA)
c. Hasil untuk pengelolaan kekayaan menurut wilayah
Rahmi (2018) menegaskan bahwa asset daerah yang khas seringkali merupakan asset daerah yang tidak dikelola yang dipertanggungjawabkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh APBD. Hasil pengelolaan barang milik daerah perorangan merupakan bagian dari pendapatan pokok daerah sebagai berikut:
1) Berbagi kebutuhan perusahan lokal
2) Bagi hasil Lembaga keuangan bank seperti bank daerah
3) Barbagi keuntungan dari investasi ekuitas perusahaan lain
d. PAD lain  yang sah
Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Bab 5 Pasal 6 (2) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Pasal 33, dalam pengertian ayat 1 (d), PAD lain yang sah adalah:
1) Harga jual aset lokal yang tidak dapat dipisahkan 
2) Memeriksa Layanan
3) Pendapatan bunga
4) Rasio mata uang asing memperoleh selisih kurs Rupee
5) Komisi, diskon atau jenis penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa lainnya menurut wilayah.
Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan komponen pendapatan atau impor. Sebuah pilar bernama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kegiatan ekonomi lokal, menggambarkan kemandirian suatu daerah. Pajak daerah, pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah alternatif aliran pendapatan asli daerah (PAD). Pajak yang dipungut lokal untuk mendanai atraksi wisata dikategorikan sebagai pajak daerah.
2.1.3 Tujuan dan Peran Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Uang yang diperoleh salah satu komponen yang membantu pemenuhan komitmen daerah untuk membayar pengeluaran rutin dan biaya pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah. Selain itu, sebagai sarana pengendalian dan peningkatan keadaan sosial ekonomi pengguna jasa, serta sebagai sarana memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah. Tentu saja situasi ini tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan badan yang bertugas mengawasi atau mengaturnya (Yovita, 2011).
Karena pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan prakarsa daerah, sedangkan hibah non pemerintah (PAD) lebih terkendala, sumber pendapatan local lebih banyak signifikan daripada sumber di luar pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengelola urusan daerah sebagai akibat dari penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam rangka mengurangi ketergantungan memperoleh dana dari pemerintah tingkat atas, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan sebagai sumber utama pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tuntutannya (subsidi). Artinya, inisiatif untuk mendongkrak pendapatan asli daerah harus dilihat dalam konteks perekonomian Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya daerah-daerah tertentu saja. Pendapatan daerah diperhitungkan sebagai pengganti untuk memperoleh tambahan uang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pengeluaran yang dipilih oleh daerah itu sendiri, khususnya kebutuhan rutin. Akibatnya, setiap daerah menginginkan peningkatan kekayaan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menghimpun dana guna mewujudkan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi. Adalah melanggar hukum untuk menetapkan undang-undang pendapatan daerah yang membatasi perdagangan internasional orang, produk, dan jasa untuk mencapai daerah dengan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi kegiatan ekspor-impor.
Mewujudkan dan melayani kepentingan umum merupakan tujuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang mendapatkan dana dari pendapatan pajak daerah dapat menyediakan pekerjaan ini. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan pendapatan asli daerah adalah inflasi, penganggaran dan krisis keuangan. Pendanaan dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor pendukung untuk memenuhi kewajiban darah yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Kemandirian daerah merupakan sarna untuk menginvestasikan uang yang sebesar-besarnya dalam keuangan daerah untuk pemajuan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh tambahan dana untuk berbagi kebutuhan belanja daerah, terutama untuk kebutuhan sehari-hari.
Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memeberikan hak pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah kepada pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah pada dasarnya adalah sumber dari istilah tersebut, sehingga perkembangan tersebut bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Maka semakin seimbang dengan kecepatan pembangunan daerah tersebut. 
2.1.4 Metodologi Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tata cara penghitungan Pendapatan asli daerah (PAD) terlihat seperti ini.
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Sumber: UU No. 33 Tahun 2004
Besarnya Pendapatan Asli Daerah mengungkapkan situasi keuangan pemerintah daerah dan bagaimana uang didistribusikan untuk inisiatif pemerintah daerah yang bermanfaat bagi lingkungan. Hartoyo (2017) mengklaim bahwa pendapatan daerah lebih tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dari pendapatan asli daerah telah mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sumber pendapatan yang rendah kurang memiliki kepekaan local untuk menggali dan menemukan lokasi potensial di daerah, kepatuhan, kesan wajib pajak, tarif yang relatif rendah, legalitas yang lemah, dan pengelolaan impor daerah. Sistem, sumber daya manusia, dan kualitas harus ditunjukkan. Kelemahan potensi kebocoran.
Pajak daerah dan zona pajak daerah dapat dicapai, klaim Diarta, Prayudi, dan Julianto (2017), dengan meningkatkan dan memperluas taktik untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Strategi penguatannya adalah dengan meningkatkan sistem pengendalian impor daerah dengan menggunakan teknologi informasi untuk pendaftaran, impor, penghitungan, dan pemungutan pajak daerah dan daerah. Kepatuhan wajib pajak, hasil kepemimpinan daerah, peningkatan pendapatan belanja pemerintah daerah, pajak dan retribusi daerah, dan faktor-faktor yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
2.1.5 Retribusi
2.1.5.1 Pengertian Retribusi
Menurut UU PDRB, retribusi daerah diartikan sebagai retsibusi daerah, yaitu pembayaran atau jasa yang diberikan oleh pemegang izin tertentu dan/atau hibah daerah yang khusus  untuk kepentingan orang atau perusahaan. Pemungutan retribusi ini juga mempertimbangkan pungutan pajak kota serta sasaran dan objek balas dendam. Retribusi juga dapat merujuk pada persyaratan bahwa warna negara membayar negara sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas manfaat tertentu yang telah diberikan negara kepada setiap penduduk secara individual. Layanan ini dianggap langsung karena hanya orang pribadi yang membayar pajak yang menerima kompensasi dari pemerintah (Siahaan, 2013). 
Hilarius Abut (2010) menambahkan definisi Kontribusi yang diberikan warga negara kepada negara, yang dapat berupa pajak, merupakan aspek lain dari retribusi dimintakan dan dapat segera dilunasi, seperti membayar biaya kuliah, biaya berlangganan air minum, atau listrik, penggunaan yang umumnya disetujui.
2.1.5.2 Objek Retribusi
Layanan tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah kota dianggap sebagai objek yang dapat dipungut. Hanya layanan tertentu yang berdasarkan pertimbangan social ekonomi, layak digunakan sebagai target pembalasan yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah (Darwin, 2010). Pajak dipungut dari sasaran pembalasan, yaitu:
1. Jasa Umum
Pelayanan publik yang digolongkan sebagai retribusi pelayanan publik sebagai tujuan pajak pelayanan publik ini adalah pelayanan yang ditawarkan atau disediakan oelh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum dan dapat diakses oleh warga negara (Waluyu, 2011). Berikut ini adalah biaya layanan umum yang berbeda:
a. Pajak pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dan Puskesmas menjadi sasaran pembalasan pelayanan Kesehatan. Pelayanan pendaftaran tidak termauk dalam restitusi pelayanan Kesehatan ini. Pelyanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan sector komersil tidak menjadi sasaran hukum. 
b. Biaya layanan untuk pengumpulan dan pembersih sampah
Pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah rumah tangga dan komersial, serta penyediaan tempat untuk pembuangan/pemusnahan sampah tersebut, semuanya dapat dikenai tindakan pembalasan namun, layanan untuk membersihkan jalan dan tamanu mum, rumah ibadah, sosial dan ruang publik lainnya.
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
Pelayanan KTP, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Sementara, Kartu Keluarga, Layanan Akta Pencatatan Sipil, termasuk Akta Kelahiran, Perkawinan, dan Perceraian, Sertifikat Pengesahan dan Pengakuan Anak, Serifikat Perubahan Warna Nama Orang di Negara Asing, dan Akta Kematian, layanan sertifikat, adalah target dari jenis pembalsan ini.
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Layanan pemakaman dan pemakaman, termasuk penggalian dan penimbunan Kembali, pembakaran atau kremasi jenazah, penyewaan lahan pemakaman, atau pembakaran atau kremasi jenazah yang dimiliki atau berada di bawah kendali pemerintah daerah, semuanya menjadi target pembalasan.
e. Biaya parkir di jalan raya umum
Sanksi dapat dikenakan untuk menyediakan parkir di sepanjang pinggir jalan umum, yang diputuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kriteria legislatif.
f. Retribusi pelayanan pasar
Fasilitas pasar tradisional/sederhana meliputi mesin, kios, dan kios yang diawasi oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang, selain milik BUMN, BUMD, dan pihak swasta menjadi sasaran balas jasa pasar. 


g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
Objek retribusi ini adalah Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pengujian kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran
Tujuan dari biaya Tujuan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk membayar biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan/atau izin pemerintah daerah, pemyelamatan jiwa, dan peralatan terkait lainnya oleh pemerintah daerah.
i. Pembayaran untuk biaya pembuatan peta
Penyediaan peta buatan pemerintah daerah adalah tujuan dari pajak ini. Pemerintah daerah menghasilkan berbagai peta, antara lain peta dasar (garis), peta fotografi, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
j. Retribusi pengujian kapal perikanan
Pengujian kapal penangkapan ikan yang berada di bawah yurisdiksi regional dikenal sebagai layanan pengujian kapal penangkap ikan.
k. Retribusi penyedotan kakus
Layanan penyedotan jamban/jamban yang disediakan oleh pemerintah daerah, kecuali yang dijalankan oleh BUMD dan swasta, disebut sebagai layanan pengosongan jamban.
l. Retribusi pengelolaan limbah cair
Jasa ini, tidak termasuk yang ditangani oleh BUMD dan pihak swasta, adalah jasa pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah.
Jika ternyata layanan adalah retribusi publik jika kesempatan untuk mendapatkan uang kecil dan/atau bergantung pada pembatasan nasional atau regional untuk membeli layanan secara gratis. tersebut juga dapat diberikan secara cuma-Cuma.
2. Jasa Usaha
Seseorang atau sesuatu yang menggunakan layanan ini adalah subjeknya. Retribusi jasa usaha ini dikenanakan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang manganut asas komersial, termasuk jasa yang menggunakan atau memanfaatkan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan/atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah selama belum dimanfaatkan. disediakan secara memadai. Oleh individu swasta. Berikut ini termasuk dalam judul “retribusi jasa bisnis”:
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah secara maksimal 
Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari rumah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. 
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta. 
c. Retribusi tempat pelelangan
Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
d. Retribusi terminal
Penyediaan tempat parkir mobil penumpang dan bus umum, lokasi kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di dalam lingkungan terminal merupakan contoh pelayanan terminal yang diselenggarakan oleh otoritas setempat. Tidak termasuk platform lelang yang disediakan, dimiliki, dikendalikan oleh swasta, BUMD, dan BUMN. 
e. Retribusi tempat khusus parkir
Jasa penyediaan ruang parkir yang secara khusus ditawarkan, dimilik, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dikenal sebagai jasa ruang parkir khusus. BUMD dan pihak swasta tidak dianggap sebagai layanan tempat parkir khusus.
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
Pelayanan ini adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
g. Retribusi rumah potong hewan
Kecuali dikuasai oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta, pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan.
h. Retribusi pelayanan kepelabuan
Pelayanan ini merupakan pelayanan kepelabuhanan yang juga mencakup fasilitas lain yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, atau dioperasikan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan.

i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
Sarana olah raga, pariwisata, dan rekreasi yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah disebut sebagai pelayanan rekreasi dan olah raga. tidak termasuk tempat lelang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikuasai oleh pihak swasta, BUMD, dan BUMN.
j. Retribusi penyeberangan diatas air
Pelayanan ini untuk pengangkutan orang atau barang di atas air dengan menggunakan kapal yang dimiliki, dioperasikan, atau dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang ditangani oleh pemerintah daerah BUMN, BUMD dan pihak swasta
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Penjualan produksi daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit/beih tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Layanan perijinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah apa yang dimaksudkan untuk didanai oleh pajak perijinan ini kepada individu atau kelompok swasta yang dirancang untuk mengontrol dan memantau tindakan yang melibatkan penggunaan ruang fisik, barang, infrastruktur, fasilitas, atau fasilitas khusus untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan melindungi lingkungan. Jenis biaya lisensi khusus ini terdiri dari:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan suatu bangunan. Kegiatan peninjauan desain dan peningkatan pelaksanaan konstruksinya termasuk dalam pemberian izin ini. Kegiatan tersebut memperhatikan rencana teknis bangunan gedung, rencana tata ruang yang berlaku, koefisien luas bangunan (KLB), koefisien tinggi bangunan (KKB), dan pengawasan bangunan, yang meliputi inspeksi untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi peraturan keselamatan bagi penghuninya.
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Pemberian izin untuk menjual minuman beralkohol di lokasi tertentu dikenal sebagai izin untuk penjualan minuman beralkohol.
c. Retribusi izin gangguan
Izin gangguan diberikan kepada seseorang atau organisasi di lokasi tertentu untuk tempat usaha atau kegiatan yang dapat mengakibatkan risiko, kerugian, atau gangguan. tidak termasuk pendirian dan kegiatan yang diidentifikasi oleh pemerintah federal atau pemerintah lokal
d. Retribusi izin trayek
Perorangan atau badan usaha diberikan izin trayek jika hendak mengoperasikan satu atau lebih trayek yang ditetapkan untuk angkutan penumpang umum. Menurut otoritas masing-masing daerah, pemerintah daerah memberikan izin seperlunya (Ahmad Yani, 2013).
2.1.6 Retribusi Obyek Wisata
2.1.6.1 Pengertian Retribusi Obyek Wisata
Pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dari objek wisata ke suatu daerah tujuan wisata untuk membayar penggunaan fasilitas wisata dan izin penempatan pedagang. Biaya masuk, izin penempatan tempat perdagangan, biaya parkir, dan pendapatan legal lainnya yang diperoleh dari objek wisata tersebut merupakan retribusi objek wisata (Saputra, 2018). Pajak atau pungutan yang dikenakan kepada seseorang merupakan balas jasa atas daya Tarik wisata atau retribusi tempat rekreasi. Kumpulan orang, badan, atau kendaraan yang digunakan untuk mengakses dan memanfaatkan suatu Kawasan daya Tarik wisata. Jasa pengembalian retribusi objek wisata dapat dirasakan langsung oleh pengguna jasa, dan bersifat memaksa. Biaya masuk membuat biaya objek wisata itu sendiri.
2.1.6.2 Jenis-Jenis Retribusi Obyek Wisata
Rahmi (2018) mengklaim bahwa uang dari biaya atraksi pengujung berasal dari berbagai sumber, antara lain:
1. Retribusi karcis masuk ke obyek wisata
Pengujung yang memasuki suatu destinasi wisata tertentu diharuskan membayar tiket masuk yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat.
2.  Retribusi tempat parkir di obyek wisata
Pajak daerah yang dikenak sebagai “retribusi tempat parkir ditempat wisata” dikenakan kepada wisatawan sebagai pembayaran untuk penggunaan fasilitas umum di tempat parkir.
3. Retribusi pedagang di obyek wisata
Pembayaran bulanan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat objek wisata dikenal dengan istilah retribusi.
4. Retribusi kamar mandi di obyek wisata
Penggunaan toilet umum berupa kamar mandi pada suatu lokasi objek wisata dikenakan pajak daerah yang dikenal dengan retribusi kamar mandi objek wisata.
Retribusi pengujung, izin pendirian tempat penjualan atau perdagangan, retribusi perkir, dan pendapatan lain yang sah yang diperoleh dari objek wisata semuanya dapat dimasukkan dalam retribusi pariwisata. Pengelolaan dan perbaikan tempat-tempat wisata dibiayai oleh uang pajak pariwisata. Penerimaan hukuman akan meningkat seiring dengan semakin banyak orang mengunjungi tempat wisata, memungkinkan pengelolaan Kawasan wisata dengan dana yang cukup (Saputra, 2018). Dari pembenaran itu, maka sebagian pendapatan dari pajak pengujung mendanai retribusi objek wisata. Pengelolaan dan pengembangan lokasi wisata pada akhirnya akan dibiayai oleh pendapatan retribusi pariwisata. Popularitas akan meningkat karena semakin banyak orang mengujungi tempat-tempat wisata.
2.1.6.3 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Retribusi Obyek Wisata
Menurut Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2014 tentang penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga termasuk fasilitas lainnya di lingkungan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari pemerintah daerah. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari pemerintah daerah. 
Natalia (2015) mengklaim bahwa pengunjung ke destinasi wisata dikenakan retribusi untuk barang-barang yang berhubungan dengan pariwisata. Subjek pajak adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke lokasi objek wisata, tetapi objek retribusinya adalah orang yang menggunakan ruang dan fasilitas objek wisata. Dalam situasi ini, perlu penegakan sanski yang tegas bagi pengunjung yang melanggar kewajiban membayar retribusi dan menerapkan sistem pungutan. Kesimpulannya, uang yang dikumpulkan dari biaya masuk tempat wisata akan sepenuhnya digunakan untuk membuat dan mengoperasikan produk wisata yang sebenarnya, termasuk pemasaran yang diperlukan. Pengguna lokasi dan fasilitas menjadi sasaran retribusi ini. 
2.1.7 Metode Perhitungan Retribusi Obyek Wisata
Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem official assessment yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Suandi, 2011). 
Menurut Suandi (2011) perhitungan retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
 (
Retribusi obyek wisata = Tingkat pengguna jasa + Tarif
)

Penerimaan retribusi objek wisata yang signifikan, menurut Ardian, Laba, dan Iswan (2017), menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam upaya menaikkan retribusi objek wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin dekat dengan tujuan yang ditetapkan, semakin besar realisasi penerimaan retribusi. Hal ini menunjukan bahwa itu menjadi lebih efektif. Pembayaran retibusi objek wisata yang rendah menandakan ketersediaan sumber daya atau atraksi yang langkah pendapatan di daerah tersebut. Rendahnya kesadaran pengunjung atau wisatawan tentang hukuman yang diperlukan dan upaya pemasaran atau periklanan di bawah standar untuk atraksi wisata.
Tindakan dan taktik dapat diambil untuk memaksimalkan penerimaan atraksi-atraksi:
1. Dengan memasukkan retribusi objek wisata sebagai sumber pendapatan, seperti: penambahan jumlah obyek wisata maupun obyek pendukung kegiatan pariwisata. Adapun sumber penerimaan yang dimaksud adalah berupa obyek wisata yang belum dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan juga obyek pendukung kegiatan pariwisata yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi.
2. Meningkatkan inisiatif pemasaran objek terkait pariwisata. Pendekatan promosi ini dapat dilakukan dengan teknologi informasi saat ini.
3. Peningkatan pengetahuan tentang hukuman yang diperlukan. Hal ini dapat dicapai dengan pengelolaan fasilitas terkait pariwisata yang tegas dalam memungut retribusi dari tamu atau wisatawan.
2.2 Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi, referensi, dan perbandingan:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti
	Judul
	Metode
	Hasil Penelitian

	1
	Deby Lyana Dewi, Lucia Rita Indrawati & Yustirania Septiani
	Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
	 Kuantitatif
	Hasil menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, jumlah hotel dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

	2
	Sadaruddin (2013)
	Analisis Kontribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng 2008-2012
	Analisis Kontribusi dan Analisis Regresi
	Pengaruh jumlah obyek wisatawan dan jumlah wisatawan di Kabupaten Bantaeng terbukti dengan peningkatan PAD dengan 5 tahun sebelumnya adalah sebesar 0.19%. kemudian jumlah pengunjung mengalami penurunan sebesar 1.04% yaitu dari 4.38% menjadi 3.34%. Ini membuktikan bahwa program pengaruh obyek wisata 5 tahun terakhir mampu menekan laju perkembangan PAD melalui penekanan jumlah obyek wisatawan.

	3
	Robi Cahyadi (2015)
	Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013
	  Kuantitatif
	Hasil menunjukkan bahwa pajak industry dan retribusi obyek wisata secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



2.3 Kerangka Pemikiran
Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah mandiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah merupakan pendapatan asli daerah. Potensi keuangan daerah dapat digambarkan dengan pendapatan asli daerah yang biasanya bergantung pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Meskipun pariwisata tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah, ia memiliki kapasitas untuk melakukannya. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mengkaji, mengkatalogkan, dan menyempurnakan daya tarik wisata yang sudah ada untuk dijadikan daya tarik utama. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki, suatu lokasi dapat meningkatkan PAD. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi tempat wisata. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah karena proses pengembangan pendapatan asli daerah sangat erat kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gambar berikut menggambarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci:
 (
Retribusi Perobjek PAD dalam meningkatkan PAD 
pada Objek Wisata Pantai Bolihutuo
) (
Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal
Peran Auditor Sebagai Pengawas
Peran Auditor Sebagai Konsultan
Peran Auditor Sebagai Katalis
) (
Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal
) (
Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal
) (
Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal
) (
Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal
)
 (
Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal
Peran Auditor Sebagai Pengawas
Peran Auditor Sebagai Konsultan
Peran Auditor Sebagai Katalis
)
 (
Obyek 
Wisata Pantai Bolihutuo
)


 (
Biaya Perobyek PAD
) (
Retribusi Obyek Wisata =Tingkat Penggunaan Jasa + Tarif
)


 (
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
)
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BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis biaya perobjek PAD dalam meningkatkan PAD (Studi pada Objek Wisata Pantai Bolihutuo) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupeten Boalemo.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode yang digunakan 
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif, dimana Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Sedangakn menurut Sugiyono (2022), Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun menurut Raco (2018:7) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Studi Kasus, dimana penelitian studi kasus menurut Creswell (2022:23) merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2016:17).
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian
Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data analisis pendapatan objek wisata pantai bolihutuo terhadap peningkatan retribusi pada pendapatan asli daerah (PAD)
Definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
	No
	Variabel
	Pengukuran

	1
	Analisis Biaya Per Objek PAD dalam meningkatkan PAD
Sumber: Suandi (2011)
	· Retribusi karcis masuk ke objek wisata
· Retribusi tempat parkir di objek wisata
· Retribusi pedagang di objek wisata
· Retribusi kamar mandi di objek wisata


3.2.3	Informan Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut sebagai informan bukan responden informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang singkat (Sugiyono, 2010). Pemilihan informan untuk memperoleh data, dipilih dengan menggunakan Teknik snowballing sampling berdasarkan desain penelitian, subjek penelitian ini adalah semua unsur yang berperan sebagai aktor, sehingga dalam penelitian ini peneliti berhubung dengan beberapa informan, baik informan kunci maupun informan pendukung keseluruhan informan adalah orang-orang yang memahami berbagai aspek yang terkait dengan masalah penelitian.
Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi atau sudah sampai pada taraf jenuh (redundancy), maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru. Adapun informan penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
	NO 
	NAMA
	JUMLAH

	
1



	
PEGAWAI TIDAK TETAP (PEMUNGUT KARCIS)
	
5 ORANG








Tabel 3.2 Jumlah Informan
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data
Untuk kepentingan peneliti ini, jenis dan sumber data perlu di kelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) 	Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah hasil wawancara mendalam.
2) Data kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif.  Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam  kepada informan.
2) Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.
3.2.5 Sumber dan Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam kepada informan.
2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah. 
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi (documentation) Sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1. Observasi partisipasi ditujukan untuk mengamati, mengikuti, atau terlibat secara langsung terhadap berbagai perilaku, tindakan, atau perbuatan yang difenomenakan oleh para individu (subjek/informan) dalam lingkungan etnisnya
2. Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Seorang peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Bahan utama wawancara adalah berbagai temuan informasi/data penelitian dari hasil catatan observasi partisipasi terhadap informan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
3. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan menelusuri historis yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi yang digunakan secara luas mengacu pada setiap narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu dalam mendeskripsikan tindakannya sendiri, pengalaman dan keyakinan


3.2.6 Teknik Analisis Data
Menurut Creswell, analisis data pada studi kasusus harus terinci beserta setting atau latarbelakangnya, Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka analisisnya akan memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Sedangkan menurut Stake (dalam Wahyuningsih, 2013:6) mengungkapkan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus, yakni sebagai berikut.
1. Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul.
2. Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna.
3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel yang menunjukkan hubungan antara dua kategori.
4. Pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.
Sementara itu, menurut Yin (dalam Wahyuningsih, 2013, hlm. 7) membagi tiga Teknik analisis untuk studi kasus, yakni:
1. Penjodohan pola yaitu dengan menggunakan logika penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan;
2. Pembuatan eksplanasi yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan
3. Analisi deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen.
3.2.7 Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah diperoleh. Saat peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara rinci tersebut, peneliti secara simultan dan inheren juga melakukan pengecekan keabsahan data. Maksudnya peneliti melakukan analisis dan deskripsi, serta sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang dianalisis tersebut benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau tidak. Dengan kata lain, peneliti perlu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran data/informasi yang diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti menulis laporan akhir penelitian terutama pada data/informasi yang dianggap meragukan peneliti. 
Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pada standar/kriteria dari Lincoln dan Guba (1995), yaitu Standar Kredibilitas (Credibility) merupakan standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang bersumber dari data/informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar kredibilitasnya antara lain:
a. Melakukan triangulasi
Triangulasi adalah suatu tehnik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh adalah data yang absah. Triangulasi digunakan sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi terdiri dari empat hal yaitu:
1) Triangulasi Sumber data: Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
2) Triangulasu Teori: Yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuan rumusan informasi. Dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan.
b. Melakukan member check, adalah suatu upaya mengecek dan mendiskusikan temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan yang tepat, serta melihat berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan.
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c. Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan pengamatan secara tekun dan terarah sejalan dengan apa yang ada saat wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari-hari informan kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelusuran lebih dapat dipusatkan. 
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Secara Luas Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang multi dimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sector pariwisata menyangkut aspek social budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo merupakan salah satu Satuan Perengkat Daerah (SOPD) teknis yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Boalemo, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan pariwisata serta fungsi Dinas sebagi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi. Bentuk pertanggung jawaban SOPD terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan harus akuntabel.
Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo, merupakan salah satu unsur wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis dibidang kepariwisataan, kebudayan dan ekonomi kreatif;
2. Penyiapan    bahan    penyusunan    rencana    dan    program dibidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, promosi dan pemasaranPariwisata, pengembangan seni budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatanUPTD dalam lingkup tugas dinas;
4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, serta memberikan laporan penelitian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, maka strukturorganisasi dan tata kerja pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Bagian Penyusunan Program
c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
1. Seksi Pengembangan Destinasi 
2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni Budaya
1. Seksi Promosi Pariwisata Seni dan Budaya
2. Seksi Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya
e. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya
1. Seksi Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
2. Seksi Pengembangan Komunitas Budaya dan Perlindungan Museum Kepurbakalaan
f. Bidang Ekonomi Kreatif 
1. Seksi Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2. Seksi Kelembagaan Sentra Industri Potensial;
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boalemo dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas 
· Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Bupati dalam urusan Kepariwisataan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
· Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perencanaan administrasi di bidang Kepariwisataan Kebudayaan dan Kreatif secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.
b. Mengkoordinasikan program/kegiatan clan penganggaran linta berdasarkan tugas dan fungsi agar peltrksanaan efisien dan efektif;
c. Membina dan mengarahkan unit pelaksana tekhnis berdasarkan pedoman agar terciptanya keterpaduan program; 
d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan agar tertibnya administrasi perkantoran; 
e. Menindaklanjuti program/kegiatan Administrasi Kepariwisataan Kebudavaan dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan program;
f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data perkembangan dan pertumbuhan dan pencatatan sipil;
g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
2. Sekretaris
· Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayana administrative dan teknis yang meliputi perencanaa, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
· Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. Merencanakan operasional program/kegiatan dan penganggaran melalui forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program;
b. Membagi tugas program/kegiatan melalui unti kerja bidang, berdasarkan tugas dan fungsi untuk pemerataan kerja;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Mengatur personil dan penata usahaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang ada, agar terciptanya suasana kerja yang baik;
e. Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi untuk dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan;
f. Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unti bedasarkan aturan yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan;
3. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
· Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
· Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. Membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan kepegawaian melalui tata kerja organisasi, agar di perolehnya daftar kegiatan dan kebutuhan;
b. Membagi tugas personil berdasarkan tugas dan fungsi agar diperolehnya pemerataan pekerjaan;
c. Mengatur dan memberi petunjuk tentang kepegawaian, berdasrkan ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja;
d. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian melalui Bidang/unit agar diperoleh data yang akurat;
e. Mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasrkan tugas dan fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja;
f. Melaporkan hasil kegiatan, bedasarkan rencana kerja, sehingga adanya dokumen penilaian;
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan maupun tulisan;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
· Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Menyusun rencana, mengkoordinasikan, melaksanakan penatausahaan dan evaluasi keuangan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
· Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi;
a. Menyusun rencana kerja kegiatan 
b. Menyiapkan bahan kerja
c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA-Dinas dan DPA-Dinas;
f. Melaksanakan inventarisasi verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada keuangan atau pengadministrasi keuangan;
g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Melaksanakan penatusahaan keuanhgan dan barang jasa, tugas pembantuan;
i. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pemburuan,
j. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelola asset;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
l. Mengevaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas


5. Kepala Sub Bagian Penyusun Program 
· Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas Menyusun rencana, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi kegiatan dan program dinas;
· Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala sub bagian penyusunan Program menyelenggarakan fungsi;
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyiapkan bahan kerja
c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan mendokumentasikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas;
d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja dinas;
e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra-Dinas, Renja-Dinas, KUA -Dinas, PPAS-Dinas dan PPA Dinas;
g. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantu;
h. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKPD), indeks kepuasan masyarakat (IKM);
i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai Langkah atau tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
l. Mengevaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
6. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
· Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata bertugas melaksanakan studi indentifikasi riset, penguatan data base, pengembangan sarana prasarana, peningkatan kemitraan, pengawasan serta evaluasi objek dan usaha pariwisata;
· Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk penyelenggaraan.
a. Studi indentifikasi dan risert pengembangan objek wisata;
b. Kegiatan peningkatan, pengembangan sarana prasarana objek wisata;
c. Pengembangan dan penguatan informasi data base jenis usaha pariwisata;
d. Pemantauan dan Pengawasan izin usaha kepariwisataan Perkecamatan/banc marking.
Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 Kepala Seksi yaitu:
1) Kepala seksi Pengembangan Destinasi 
2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
7. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya
· Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni Budaya mempunyai tugas promosi dang pengembangan pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya;
· Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan perencanaan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya;
b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Seni dan Budaya;
d. Pelaksanaan Kegiatan dan keikutsertaan dalam Pameran serta event Promosi dan pemsaran Pariwisata Seni Budaya;
e. Pelaksanaan pedokumntasian hasil Promosi dan Pemasaran;
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran Pariwisata Seni Budaya;
g. Mengkoordinasikan penatausahaan Promosi melalui media cetak dan elektronik serta event pameran pariwisata seni dan budaya serta event Seni dan Budaya;
h. Pelaksanaan inventarisasi, indentifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugasnya;
j. Evaluasi dan penyusun laporan tugasnya.
Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 Kepala Seksi yaitu:
1) Kepala Seksi Promosi Pariwisata Seni dan Budaya
2) Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya
8. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya
· Kepala Bidang Pengembangan Seni dan Budaya bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang seni dan budaya;
· Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Pengembangan Seni dan Budaya menyelenggarakan Fungsi:
a. Penyusun perencanaan pengembangan Seni dan Budaya;
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan program pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
c. Pelaksanaan program pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
d. Pelaksanaan program pengembangan nilai budaya;
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kekayaan dan keragaman, serta nilai budaya;
f. Melaksanakan pembuatan data dan laporan serta pemberian pelayanan informasi tentang pengembangan seni dan budaya;
g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai Langkah atau Tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
j. Evaluasi dan penyusun laporan tugasnya.
Bidang Pengembangan Seni dan Budaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 Kepala Seksi yaitu:
1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
2) Kepala Seksi Pengembangan Komunitas Budaya dan Perlindungan Museum Kepurbakalaan
9. Bidang Ekonomi Kreatif
· Kepala Bidang Ekonomi Kreatif bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang Ekonomi Kreatif;
· Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Fungsi:
a. Penyusun perencanaan program dan kegiatan Ekonomi kreatif;
b. Perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan ekonomi kreatif;
c. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan ekonomi kreatif;
d. Pelaksanaan program dan kegiatan ekonomi kreatif;
e. Pelaksanaan kerja sarana administrasi kependudukan;
f. Pengendalian dan evalusi pelaksanaan program dan kegiatan ekonomi kreatif;
g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai Langkah atau Tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
j. Evaluasi dan penyusun laporan tugasnya.
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 Kepala Seksi yaitu:
1) Kepala Seksi Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2) Kepala Seksi Pengembangan Sentra Industri Potensial
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
· Kepala Unit Pelaksana Teknis bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengevaluasi program unit pelaksana teknis;
11. Kelompok Jabatan Fungsional 
· Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
· Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagai tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boalemo yang telah di uraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:
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	Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.
a) Sumber Daya Manusia
Komposisi personil Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Boalemo tersebut di Kantor Dinas serta UPTD (Pengelola Objek Wisata Bolihutuo), sehingga koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan dengan sistem kerja yang dibangun secara sistematis terutama kerja sama yang baik agar tujuan utama organisasi dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan.
b) Sarana dan Prasaran
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinilai cukup memadai terdiri dari sarana yang digunakan oleh pegawai dan sarana prasarana yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.
	Adapun Visi Pembangunan Kementrian Pariwisata menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”
	Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada Pariwisata adalah agenda prioritas butir keenam yakni “Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional sehingga Bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asing yang lainnya”
	Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sector pariwisata yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
	Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementrian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan pariwisata, yakni pengembangan destinasi pemasaran, industri dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-2019 adalah:
1) Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2) Mengembangkan produk dan layanan industry pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan social budaya;
3) Mengembangkan Pemasarab Pariwisata secara sinergi, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional, dan
4) Mengembangkan Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan Kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
Berdsarkan visi misi Kementrian Pariwisata 2015-2019, maka beberapa hal yang bisa ditelaah adalah sebagai berikut:
1) Bahwa pengemabangan Pariwisata di Daerah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif, mempunyai kemungkinan mendapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi sektir Pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke Gorontalo belum begitu besar dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, hal ini dilihat dari rata-rata lama tinggal tamu (wisatawan) yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Gorontalo tidak mencapai 3 hari selama kurun waktu 2012-2016 (Sumber: Badan Statistik Provinsi Gorontalo, 2017) dibandingkan Indonesia secara keseluruhan, maka hal itu tetntunya tidak cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Gorontalo;
2) Dengan adanya sumber daya alam yang dimiliki dan kekayaan seni budaya daerah bisa dijadikan modal untuk mendukung pariwisata Gorontalo, oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo untuk kedepannya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah serta komitmen yang kuat dari seluruh stake holder pariwisata agar sektor pariwista bisa menjadi penggerak buat sektor lainnya dalam menumbuhkan perekonomian daerah.
Jumlah pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan/Eselon dan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut:
Eselon II/b	:	Laki-laki 1 orang
Perempuan - orang
	Eselon III/a	: 	Laki-laki – orang
			Perempuan 1 orang
	Eselon III/b	: 	Laki-laki 3 orang
			Perempuan 1 orang
	Eselon IV/a	: 	Laki-laki 5 orang
			Perempuan 7 orang
	Pelaksana	:		Laki-laki 12 orang
				Perempuan 10 orang	
	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan adalah sebagai berikut:
Lulusan SD		: - orang
	Lulusan SLTP		: Laki-laki 1 orang
		Perempuan - orang
	Lulusan SLTA		: Laki-laki 7 orang
		Perempuan 2 orang
	Lulusan D3		: Laki-laki 1 orang
		Perempuan 5 orang
	Lulusan S1	: Laki-laki 11 orang
		Perempuan 11 orang
	Lulusan S2	: Laki-laki – orang
		Perempuan 2 orang
4.2 Hasil Penelitian
Daftar pertanyaan wawancara merupakan data primer yang sangat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini. Dalam variabel retribusi biaya per objek PAD terdapat satu indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu retribusi obyek wisata. Indikator retribusi obyek wisata ini akan diuraikan sebagai berikut:
4.2.1 Retribusi Obyek Wisata
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan obyek pariwisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Boalemo sebagai pengelola obyek wisata berusaha melayani masyarakat melalui sarana rekreasi pantai bolihutuo telah memperoleh pendapatan atas penyelenggaraan jasa pariwisata yang telah diberikan. Dengan demikian, yang dimaksud pendapatan obyek wisata pantai bolihutuo adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan karcis kepada para pengunjung obyek wisata. Berdasarkan hasil wawancara ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“Penentuan harga retribusi karcis masuk ke obyek wisata, retribusi tempat parkir di obyek wisata, retribusi pedagang di obyek wisata dan retribusi kamar mandi di obyek wisata itu ditentukan oleh BPKAD”
Pernyataan ibu Yuliana Mano ini kemudian diperkuat dengan pernyataan dari ibu Ningsih Nini dan juga ibu Riance Musa yang menyatakan bahwa:
	“Yang ba tentukan retribusi karcis masuk itu dari BKAD”
Lebih lanjut ibu Riance Musa menjelaskan bahwa:
“jadi disini itu ada 4 macam karcis, yang dewasa, anak-anak, parkir roda dua dan roda tiga empat. Yang dewasa itu 5000 per orang, yang anak-anak 2000 per orang, parkir roda empat 3000 dengan parkir untuk roda dua 2000. Ini karcis khusus hari minggu, beda lagi kalau karcis di hari-hari biasa. Kalau hari-hari lain itu karcis untuk orang dewasa 2000, anak-anak 1000”.
Terkait pengelola retribusi parkir lebih lanjut ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“Yang ba kelola retribusi parkir itu petugas loket. Kalau mo tanya kenapa harus bayar ya karna retribusi parkir itu sangat penting untuk menjaga kenyamanan para pengendara roda dua maupun roda tiga dan roda empat”.
Sejalan dengan pernyataan ibu Yuliana Mano, ibu Ningsih Nini juga mengemukakan bahwa:
“Pengelola retribusi parkir itu adalah petugas yang sudah ditentukan dan setiap pengunjung wajib membayar retribusi parkir”
Pernyataan dari ibu Yuliana Mano dan ibu Ningsih Nini ini kembali diperkuat dengan pernyataan dari ibu Riance Musa yang mengatakan bahwa:
“Kalau karcis parkir dari BKAD, tapi yang kelola kami dilapangan atau kami di bidang destinasi (UPTD)”
Retribusi obyek pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung dan pedagang yang ada di dalamnya. Adapun pungutan dari penerimaan retribusi tersebut, sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri baik untuk pengelolaannya, promosi dan lain sebagainya terkait obyek pariwisata. Dalam retribusi pedagang yang ada di obyek wisata, ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“...untuk kuliner itu ada 2, kuliner menetap dengan kuliner berjalan. Kalau kuliner menetap itu depe karcis 150.000 per bulan, itupun kalau ada pengunjung. Kalau tidak ada, ada toleransi dari penanggung jawab. Kalau untuk kuliner berjalan itu 5000 per orang, penghasilan dalam setiap minggu misalnya ada 10 orang dikali 5000 jadi 50.000”.
Lebih lanjut ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“Kalau karcis untuk gajebo itu 10.000 per gajebo, itu digunakan untuk 24 jam”. Sementara untuk peminjaman cottage disini ada 3 macam cottage, ada yang 500.000 per hari, ada yang 400.000 dan ada juga yang 200.000. kalau yang 500.000 ada 2 kamar depe fasilitas kursi dengan ac. Kalau yang 200.000 itu kamar tapi ada ruangan juga fasilitas ada ac dengan kamar mandi. Kalau yang beton itu cottage yang harga 400.000 depe fasilitas sama dengan yang 200.000 ada ac dengan kamar mandi”.
Sehubungan dengan retribusi dari pedagang yang ada di dalam obyek wisata, ada beberapa hambatan yang dialami oleh pengelola wisata, salah satunya yaitu pedagang tidak mau membayar karcis dengan alasan usaha mereka belum laku terjual. Terkait hal tersebut ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“Kalau menurut saya, itu sudah resiko, kalau mo ba jual mo laku dengan tidak tetap harus bayar karena sudah perjanjian akan membayar retribusi kuliner”.  
Pernyataan ibu Yuliana Mano ini dikemudian di dukung oleh pernyataan dari ibu Riance Musa yang menyatakan bahwa:
“Menurut saya itu sudah resiko menjual, laku atau tidak laku ya tetap harus bayar, alhamdulillah dengan cara menagih dengan cara baik-baik jadi pedagang tetap mau membayar”.
Sedikit berbeda dengan penjelasan dari ibu Yuliana Mano dan ibu Riance Musa, ibu Ningsih Nini menyatakan bahwa:
“Menurut saya kalau ada pedagang yang tidak mau membayar ya berikan peringatan saja, seperti misalnya diberikan denda”
Berkaitan dengan mekanisme pemungutan dan juga penyetoran retribusi daerah yang terdapat pada obyek wisata pantai bolihutuo, ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“pemungutan retribusi dilakukan disetiap pos, kemudian disetor kepada bendahara PAD dan bendahara PAD menyetorkan ke rekening daerah setiap minggunya”.
Pernyataan yang sama juga dikemukan oleh ibu Ningsih Nani dan juga ibu Riance Musa yang mengatakan bahwa:
“untuk pemungutan retribusi itu dilakukan oleh masing-masing petugas, kemudian uangnya disetorkan ke bendahara PAD dan bendahara PAD menyetorkan ke bank”.
Dalam mengelola pariwisata pantai bolihutuo, aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan dampak lingkungan di sekitar obyek pariwisata. Kawasan obyek wisata di Kabupaten Boalemo tentunya juga harus dijaga kebersihannya, karena kawasan obyek wisata yang bersih merupakan nilai plus bagi pengunjung agar merasa nyaman dan betah berlama-lama di kawasan obyek wisata tersebut. Beberapa keluhan dari pengunjung terkait kebersihan yang ada di pantai bolihutuo juga menjadi perhatian pengelola, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“Kalau mo masuk di kamar mandi dorang pe keluhan palo-palo bocor, baru kalau boleh di kamar bilas itu mow sediakan sabun, sampo dan tas kresek”.
terkait keluhan-keluhan tersebut ibu Yuliana Mano menjelaskan bahwa:
“Kalau menurut saya petugas kamar bilas harus membersihkan dan memungut sampah sekaligus menjelaskan kepada pengunjung agar dapat menjaga kebersihan dan barang yang mereka miliki jangan sampai ketinggalan di kamar bilas”
Senada dengan pernyataan dari ibu Yuliana Mano, ibu Riance Musa juga menjelaskan bahwa:
	“….kalau untuk kamar bilas itu sering kami bersihkan”
Hal ini ditegaskan kembali oleh pernyataan ibu Ningsih Nini yang menjelaskan bahwa:
“Ya jika ada keluhan dari pengunjung, kita harus segera menindak lanjuti kebersihannya supaya pengunjung tidak akan mengeluh dengan adanya kotoran di kamar bilas”.
Lebih lanjut ibu Ningsih Nani menjelaskan bahwa:
“Untuk kamar bilas itu depe pendapatan perminggu tergantung dari banyaknya pengunjung. Kalau pengunjung banyak mo banyak juga depe pendapatan 1 hari. Tiap 1 kali masuk itu mo buang air kecil atau besar dorang mo ba bayar 2000”.
Dalam hal melakukan pemungutan retribusi di obyek wisata pantai bolihutuo, selain keluhan terkait kebersihan yang ada di lokasi wisata, masalah yang sering dihadapi petugas juga berkaitan dengan pengunjung yang merasa keberatan dengan harga karcis masuk. Hal ini dijelaskan oleh ibu Riance Musa dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:
“Kalau dipintu masuk itu depe kendala biasanya pengunjung ba protes kenapa harga tiket masuk so 5000, tapi torang petugas disini masih bisa kasih kebijakan, biasanya torang mo kasih korting. Misalnya dorang 1 mobil ada 5 orang jadi yang ba bayar cuma 4 orang”. 
Lebih lanjut ibu Riance menjelaskan bahwa:
“…..Kalau dipantai bolihutuo ini pengunjung paling banyak itu di hari sabtu, minggu dan hari-hari besar. Biasanya kalau rame itu pendapatan untuk satu pintu masuk itu bisa lebih dari 5.000.000”.
4.3 Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa pada dasarnya retribusi pada obyek wisata pantai bolihutuo memiliki potensi dalam mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Boalemo, meskipun kontribusi yang diberikan tidaklah besar karena pendapatan retribusi dari obyek wisata di pantai bolihutuo ini sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Semakin besar jumlah pengunjung obyek wisata maka pendapatan retribusi dari obyek wisata tersebut akan semakin besar pula. Dilain pihak, besar kecilnya jumlah pengunjung pada obyek wisata pantai bolihutuo ini dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap obyek wisata tersebut. Dalam hal ini, pihak pengelola obyek wisata harus mampu mengemas obyek wisata sedemikian rupa sehingga layak untuk dijual. Hal ini bercermin dari beberapa keluhan yang disampaikan oleh pengunjung terutama terkait kebersihan kamar bilas dan juga beberapa fasilitas yang sudah tidak layak. Apabila keluhan-keluhan dari pengunjung ini tidak dapat dikemas oleh pengelola obyek wisata maka akan mempengaruhi minat pengunjung untuk datang ke obyek wisata sehingga pendapatan retribusi di obyek wisatapun akan berkurang. 
Salah satu penyebab rendahnya kontribusi retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah adalah masih banyaknya obyek wisata atau wahana di tempat wisata yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga obyek wisata kebanyakan tidak terkelola dengan baik yang berakibat kurangnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata baik melalui retribusi parkir maupun retribus biaya masuk ke obyek wisata. Pengolahan penerimaan daerah setidaknya harus dikelola secara cermat, tepat dan penuh dengan kehati-hatian. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Disamping hal tersebut, pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas lapangan. Dan perlu pula diteliti dengan seksama kepada masyarakat yang tidak membayar dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya dengan tegas.
Pemerintah daerah harus lebih berinisiatif untuk mengelola obyek wisata yang berpotensi memberikan kontribusi retribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Sehingga penerimaan retribusi pariwisata dapat meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu antara lain:
1. Menggali potensi obyek wisata lain dan membuat atraksi wahana lain untuk menarik pengunjung. Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata dapat dilakukan dengan menambah obyek wisata melalui hibah kepada pemerintah agar dikelola dan menjadi sumber retribusi tempat wisata dengan demikian akan menambah penerimaan PAD Kabupaten Boalemo. Selain itu, agar pemungutan retribusi tempat rekreasi dapat terealisasi dan melebihi target yaitu dengan cara membuat atraksi lain atau wahana lain seperti arena outbound, objek tempat swafoto yang kekinian yang kemudian dipromosian secara luas agar masyarakat dapat mengetahui adanya objek wisata di Kabupaten Boalemo. Dengan melakukan inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat menarik minat wajib retribusi untuk berkunjung dan dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata setiap tahunnya. 
2. Melakukan penataan dan pengembangan potensi obyek wisata yaitu dengan penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata. Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap kondisi wahana yang sudah tidak layak dan kamar bilas yang kotor, pemda kabupaten boalemo hendaknya melakukan upaya perbaikan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para wajib retribusi akan merasa nyaman dan tertarik untuk berkunjung. Kondisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan pemasaran dan promosi wisata baik melalui media cetak maupun internet atau melakukan promosi dengan cara memperbanyak event di lokasi wisata. Dengan melakukan promosi tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang obyek wisata tersebut dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga penerimaan retribusi tempat rekreasi dapat bertambah.
4. Memperbaharui sistem pemungutan retribusi dari yang manual menjadi berbasi teknologi. Dengan menggunakan siste berbasis teknologi dalam pemungutan retribusi maka dapat memudahkan dalam pemungutannya serta dapat mendeteksi adanya pungli sekaligus dapat mencegah tidak efektifnya pemungutan retribusi di akibatkan wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi. 
Kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pemerintah Daerah antara lain:
1. Kebijakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo pada tahu 2017 menitik beratkan pada pengembangan wisata alam khususnya wisata bahari serta pengembangan wisata budaya yang meliputi pengembangan seni dan buadaya;
2. Dalam rangka pengembangan seni dan budaya sebagai salah satu daya tarik wisata, Dinas Pariwisata berkomitmen meningkatan kegiatan apresiasi seni dan budaya melalui berbagi event yang menampilkan atraksi-atraksi seni budaya dari berbagai etnis yang ada di Kabupaten Boalemo;
3. Dalam pengembangan wisata alam sebagai salah satu daya tarik wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo berkomitmen meningkatkan pengembangan wisata alam khususnya wisata bahari dengan pembangunan fasilitas pendukung dikawasan objek wisata dan promosi pariwisata untuk kepentingan investasi;
4. Meningkatkan kunjungan wisata baik itu wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dan menjadikan Kabupaten Boalemo menjadi salah satu destinasi pariwisata daerah, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan nilai jual pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sector pariwisata. 
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 4, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah retribusi obyek wisata pantai bolihutuo pada dasarnya memiliki potensi dalam mendukung pendapatan asli daerah meskipun kontribusi yang diberikan tidaklah besar. Hal ini dikarenakan pengelolaan retribusi obyek wisata di pantai bolihutuo belum maksimal. Sehingga perlu adanya upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar pemungutan retribusi obyek wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Boalemo.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:
1. Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebaiknya dalam menentukan target penerimaan retribusi sektor pariwisata daerah menggunakan potensi yang ada, bukan hanya menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya. sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada di lapangan.
2. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata perlu adanya pengelolaan yang lebih baik kedepannya agar sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata bisa lebih meningkat lagi misalnya dengan melengkapi fasilitas yang ada di obyek wisata maupun dengan melakukan perbaikan wahana yang ada di lokasi wisata.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo juga hendaknya melakukan pengawasan secara berkala dalam hal proses pemungutan dan pengelolaan obyek wisata serta meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi
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LEMBARAN PERTANYAAN
1. Siapa yang menentukan harga Retribusi karcis masuk ke objek wisata, Retribusi tempat pakir di objek wisata, Retribusi pedagang di objek wisata dan Retribusi kamar mandi di objek wisata? 
2. Bagaimana cara anda terhadap pengunjung yang keras kepala disaat pemungutan karcis di pintu masuk?
3. Siapa yang mengelola retribusi parkir dan mengapa kita harus selalu membayar retribusi parkir?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pedagang kuliner yang tidak mau membayar karcis dengan alasan bahwa usaha mereka belum laku terjual?
5. Apa yang harus anda lakukan jika terdapat kamar bilas yang sangat kotor dan menghadapi pengunjung yang tidak peka terhadap kebersihan?
6. Bagaimana mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi daerah?
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ABSTRACT

NILAWATI GOLODE. E1119055. ANALYSIS OF COST RETRIBUTION PER
OBJECT OF LOCAL REVENUE IN INCREASING LOCAL REVENUE AT
BOLIHUTUO BEACH TOURISM ATTRACTION

This research aims at finding the cost per object of local revenue in increasing local
revenue at the Bolihutuo beach tourism attraction. The research method used was
the qualitative method. The main data collection in this research was carried out
through observation, interviews, and documentation. The results of interviews
conducted by researchers indicated that the Bolihutuo beach tourism attraction has
the potential to support local revenue even though the contribution made is not__
high. It is because the management of tourism retribution of Bolihutuo beagh has="s
not been optimized. There need to be improvement efforts that must be madg by the :
local government so that the collection of retributions on tourism objects ca
increase the local revenue of Boalemo District.

Keywords: retribution, local revenue, Bolihutuo Beach tourist attraction





ABSTRAK

NILAWATI GOLODE. E1119055. ANALISIS RETRIBUSI BIAYA
PEROBJEK PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA OBJEK WISATA PANTAI
BOLIHUTUO

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya
perobjek PAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada obyek wisata
pantai bolihutuo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Pengumpulam data pokok dilakukan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah
dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa retribusi obyek wisata pantai bolihutuo
pada dasarnya memiliki potensi dalam mendukung pendapatan asli daerah
meskipun Kkontribusi yang diberikan tidaklah besar. Hal ini dikarepakan:; .
pengelolaan retribusi obyek wisata di pantai bolihutuo belum maksimal. Sehingga %
perlu adanya upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agat:
pemungutan retribusi obyek wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah-di—
Kabupaten Boalemo. N\

Keyword: retribusi, PAD, objek wisata Pantai Bolihutuo
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30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk
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